PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT F BANYUMAS

NOMOR : 2 TAHUN 1991
TENTANG

IZIN TEMPAT PENJUALAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
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Se

bahwae peredaran dan penggunsan minuman keras yang
kurang terkendali akan dapat mengganggu lkesehatan
dan moral pelakunya, serta bisa menimbulkan kere-

sahan magyarekat ;

bahwa izin penjualan minuman keras telah diatur
dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indo—
nesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/T7 tanggal 29 April
1977 dan Keputusan Direktup Jenderal Pengawgsen
Obat dan Mekanan Nomor 153/B/SK/1980, tanggal 19
Januari 1980, make Peraturan Daerah tentang »feny
juslen miruman keras dan untuk mengedakan - serte
memungut pajak'penjualan minuman keras dalam Dae-
rah Kabupaten Banyumas tanggel 25 Maret 1952,yang
telah diubah untuk kedua kali dengan  Peraturan
Daereh Swatantrs Tingkat II Banyumas tonggel 13
Januari 1959, diundangken dalem Lembaran ‘Daerah
Swatantre Tingkat I Jawa Tengah tanggel 4"Juni
1960 (Tambahen Seri C No. 15), sudeh fidak sesuai
lagi '

bahwa untuk mengatur den mengendallkan peredaran
den penggunaen minuman keras di Kabupaten Deerah
Tingket II Banyumas, perlu ditetapken tempatw~tem-
pat penjualan minumqn keras dengan Peraturan\Dae—‘
rah. ‘

Uﬂdang-unﬂang Nomor 5 Tehun 1974 téntang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah 3

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben-
tukan Daerah-daerah Kebupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun “1957" tentang
Peraturan Umum Pajak Daerah i

Undang-undeng Nomor 12/Drt. Tahun 1957 te’ntang

. Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentgng.' Pokok-
pokok Késehatan 3

6o Peraturan sceees




6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974

tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No-
mor 86/Men.Kes/Per/IV/77  tanggal 29 April 1977
tentang Minuman Keras ;

8. Peraturan Menteri}Kesehatan Republik Indonesia'No—
mor 59/Men.Kes/Per/I1/1982 tanggel 2 Pebruari 1982,
tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimpor

Minumaen Keras yang tidak terdaftar pada Departemen
Kegehatan 3

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonegia No=-
mor 1700/B/SK/VIII/1982 tanggal 16 Agustus. 1982
tentang Kriteria Penolaken Pendaftaran Jenis Ter -
tentu Minumen Keras Dan Mekanan/Minuman yang ﬁéf -
ngandung Alkohol 3 :

10. Keputusen Pirektur Jenderal Pengawasan.Obatmdan-Mg ‘
konon Tomor 153/B/SK/198Q tanggal 19 Januari 1980

tentang Tata Cara Perizinan Minuman Keras 3

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyu
mas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Peng -
angkatan, Kewenangan den Pemberhentian Pegawai Ne-
geri Sipil gsebagai Penyidik pada Pemerintah Kabu -
paten Deersh Tingkat II Banyumas. i B

Dengen persetujuan Daewan Perwakilan Rekyat Daerah Kabupaten‘Da -
eral Mingkat II Banyumeslh ‘
MEMUTUSKAN 21
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYU-
MAS TENTANG IZIN TEMPAT PENJUALAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK MINUMAN KERAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalem Peraturan Deerah ini yang dimaksud .dengan 3

8. Daerah ialsah Kabupaten Deerah Tiegkat IT Banyumas 3
b. Pemerinteh Daerah ialah Pemerintash Kabupaten Daerah Tingkat II “ 

Banyumas 3 ‘ it
c. Bupati Kepala Daerah jalah Bupati Kepala Daerah Tingkat IT

Banyumas 3

de Dewan esseee 9 e ne
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de Dewan Pexwakilan Rekyat Daerah ialah Dewan Perwakilen Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

e, Kepolisian iaslah Kepolisian Resort Banyumas 3

f, Kantor Departemen Kesehatan ialah Kantor Departemen Kesehat-
an Kabupaten Banyumas ;

g. Kentor Departemen Perdagangan iaslah Kantor Departemen Perda-
gangan Kabupaten Banyumas ‘3 :

h. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabu -
paten Daerah Tingkat IT BanyumasA; '

i, Inspektorat Wilayeh ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Da -
drah Tingkat II Banyumas 3

J+ Bagian Perekonomian ialah Bagian Perckonomian Sekretariat
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

k. Bagien Kesejahteraan Rakyat ialah Bagian Kesejahteraan Rak -
yvat Sekretariat Wileayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas

-
’
.

1. Minuman Keras ialah semua jenis minuman beralkohol tetapi
bukan obat 3

me Pajak ialah pajak minuman keras yang terjual

n. Pemohon ialah Badan Hukum Indonesia | Badan Usaha atau per<
orangan warga regara Indonegia yang mengajukan permohonan”
izin_untuk tempat penjuslan miauman keras gélogan B dan 3

0. Pemegang izin ialah orang etau badan yang diberi izin tempat
untuk menjual minuman keras ;

p» Izin ialeh izin tempat penjualan minumen keras

qs Tempet penjualan ialah tempat penjualan minuman keras yang
welan dgdendapet izin Bupati Kepale Daerah.,

BAB 18
TEMPAT PENJUALAN
Pasal 2

(1) Tempat penjuaslan berupa hotel, restoran, kedai, bar atau
tempat lain, denah bangunan dan ketentuan lainnya sesuai de
ngan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(2) Ditempat penjaalan tersedia minuman keras dalam botol atau
sejenisnya,
(3) Penjualen minuman keras hanya untuk diminum di tempat pen -

1

jualan,

Pasal 3

‘Tempat penjualan hanya dapat dibuka antara pukul 08.00, sampai

dengan pukul 23,00, WIB,.

BAB III ssccescn




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

g e

BAB III
PERIZINAN DAN BEA IZIN

Pasal 4

Orang atau badan yang menjual mirmumhn keras harus memiliki
Surat Tzin yang dikeluarkan oleh Bupatﬁ Kepele Daerah den
surat-surat izin lainnya.

Pemegang.izin dalam Wilayah Knbupaten Banyumps ditentulken
tidak lebih dari 15 orang/bedan, yang penunjakennya diten=
tukan oleh Bupati Kepale Daerah. :

Bagi Pengecex Minuman Keras‘dikenakaq juge ketentuan seba-
gai dimaksud eyst (1) Pasal ini. |

, Pase) @i) Hapis
Untuk mendapatkan izin, peniohon h&arud mengs\jultay pétmohon—
an secara tortulis dengen menggunékan formuiir Permohonan
Izin yong disediakan oleh Pinos yang Qitunjulk offeh Bupati
Kepala Deecrah beserta dengén lampiran-lampiradnniye, disertel
biaeya sebesar Rp 5.4000,00 (Lima ribu rupia‘)~ |

Didalam formulir memuat : pama, waur, alamat, Jja batan pe-=
mohon; apabila suatu Badan Hukum, disertad alte pendirian
Badan Hulkum, letak perusahaan/hoteljtoko/waﬁup$/2ViOSo juas
ruangan yeng dipergunakan mntuk ustha. ;

Bagj mereka yang permohonaﬁnyu dikabulkan, alkan mpndapat
panggilan untuk mendapat ppnjelssan dan men&annpiﬁ‘ surat

" dzine.

(4)

(5)

(1)
(2)

(1)

Bagl mereke yang permohonahnya ditolak gebagad aimgliesud Fe
sel 4 ayat (2), akan dicatkt dalam gaftar yang di'adiak&n
untuk keperluan itu, seguaj dengen wrutap tpng &al pasuknya
permohonan tersebuts .

Apabila jumleh sebegaj dimaksud Pasal 4 ayat | [2) menjedi
bariurang, maka Bupati Kepela Daeypeh akan men unjuk sesuad
daftar urut ayat (4) Pasal ini, untwje diberd | izine

Pasal 6
Ipin diberikan atas nama pemohon.
Dalam Surat izin dicentumken uraian tgntang ruangan dan
hagian-bagiannya. :
Pasal 7 |
Lzin diberikan unfuk satu tahun'berialAn mlp i tanggal 1

Januari slmpai dehgan §1 Desembel,

( 2) Xzin yang




(2)

(3)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

-t

Izin yang diberikan sesudah 1 Janueri, berakhir Jjuga pada
tanggal 31 Desember, B :

Untuk memperbaharui surat izin, pemegang izin harus menga=
jukan permohonan selambat-lambatnya satu minggu sebelum ma~
sa. berlakunye berakhir, (

Pasel G )

Pemegang izin sebagai dimaksud Pasal 4 ayat (1) dipungut
bea izin yaing dibayar pade saat diterimanya surat izin,.

b ; - Penualen gtk dimiuy ditem pt
Bea izirn tempat penjualan sebesar : _ ?anJUi\&n &u untul Al emoum cﬁ:qmpt
a. Kelas I I Rp 75+000400 (Tujuh puluh lima ribu rupish) ;

be Kelas IT Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) ;
c. Keles III Rp 25i0004,00 (Dua puluh lime ribu rupiah.

Bea izin sebagai dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dise~
tor secara bruto ke Kas Daersh.

Pagal 9

Bupati Kepala Daerah dapat mencabut izin atau melarang pén—
jualan minuman keras untuk jangke waktu tertentu, dengan
alasan :
a., Jika dianggap bahwa ketertiban umum, keamanan, kesusila-

an atau kesehatan dapat terganégu karenanya 3 s
be. Jike lebih dari 3 (tigea) bulen berturut-turut, izin ti-

dek dipergunakan
¢, Jdika ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ti-

dak dipenuhi.

Dalam surat pencabutan izin atau larangan penjualan sebagai
dimaksud ayat (1) Pasal ini, disertai pula alasan-alasannya,

Pencabutan izin atau larangan penjualan sebagai dimaksud a-
vat (1) dan (2) Pasal ini, diberitahukan secara tertulis
oleh Bupati Kepala Daerah kepada pihak Kepolisian.

" BAB IV
PAJAK

Pasal 10

Pemegeng izin sebagai dimaF¥sud Pasal 4 ayat (1) diwajibkan
membayar pajok sebesar 10 % (Sepuluh perseratus) dari harga
minuman keras yang terjual, untuk jangka waktu satu tahun.

Untuk menmperhitungkan besarnya pajak sebagai dimaksud ayat
(1) Pasal ini pemegang izin harus melaporkan jenis, jumlah
dan harga minuman keras terjual pada tiap akhir bulan, ke-
pada Dinas Pendapaten Daerah.

(3) Pemegang ...




|
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(3) Pemegang izin kurang deri 6 ( enom ) bulan diperhitungkan se=
tengah tehun @an lebih dari 6 ( enam ) bulan dihitung satu
tahun.

(4) Hasil penerimaan Pajak sebagai dimaksud ayat (1) Pasal 1ni
disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB v
KEWAJIBAN DAN L/RALNGAN
Pagal 11

(1) Pemegang izin sebagai dimaksud Pasal 4 ayat (1), diwajibkan
memasang turunan surat izin yang disahkan, pada dinding yuang
penjualan dan tingginye tidak 1éb’h deri 2 m diatas Jantai
agar mudah dibaca.

(2) Diatas pintu masuk rvang penjuslan harus ditulis dengan jelas
perkataan "IZIN" dengan ukuran huruf tinggi 10 em dan dibawah
nya ditulis nomor dan tanggal serta nama pemegang izins

(3) Bila surat izin dicebut, selambat-lambetnya dalam waktu 8 (de
lapan ) hari, turunen surat izin sebagei dimaksud ayat (1) Pa
sal ini dikembaliken kepasda Bupati Kepala Daerah dan tulisan-
tulisan sebagai dimoksud ayat (2) Pasal ini, dihapus atau di-
hilangkans

Pagal 12

Apabila pemegang izin berhenti tidek menjual minuman keras, se =

lambat-lambatnya dalem waktu 8 ( delapan ) hari wajib memberita =

hukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
PESET 13

Apebila Pemegang Izin meninggal dunia gelambat-~lambatnya delam

waktu 8 (delapan) heri ahli warisnya wajib memberi tahukan secara

tertulis kepada Bupati Kepala Daerah, daa diizinkan untuk ﬁenerug
kan penjualan Minuman Keras selame 3 ( {iga ) bulan,

Passl 14

Pemegang Izin diwajibken membuat/memelihara cetatan tentang pem =
beli-untuk kepentingan keamenan dan ketertiban, yang dapat dimin-
ta sewaktu~sewaktu.

Pasgal 15

(1) Dilareng menjual minumon keras di deket tempat-tempat Pendi. -
dikan, Peribadatan, Rumah Sekit, Terminal inglkutan Umum, Sta=
giun Kereta Api, Pasar dan Kentor.

(2) D:i.larang L IR A
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- (2) Dilarang menjual, menyuruh minum, atau memberi minuman ke~
ras dengan cuma-cuma kepade anak-anak umur 16 (enam belas)
tahun kebawah.,

(3) Dilerang menjual minumen keras yang tidek terdaftar pada
Departemen Kesehatan,

(4) Dilarang menjual minuman keras dengan nema dagang yang men
Jurus seolah~olah tidak mengandung alkohol atau ditulis ti
dak sesuail dengan kadar campurannya.,

(5) Dilerang menjual minuman kerss yang mengandung vbahan yang
termasuk obat keras atau bahan berbshaya.

(6) Dilarang memberi minuman kerss dengan cuma-cuma ateu hadiah
kepada siepapun yang berakibet dapat diminum di luar tem =~
pat penjualan.,

“ : BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Kepala Kantor Departemen Kesehatan, Kepala Dipenda, Kepala
Kantor Departemen Perdagengan, Kepala Begian Perekonemian,
‘Kepala Bogian Kesra bertenggung jowab atas pelaksanaan Per
aturan Daerah ini.

(2) Pengawasan atas pelaksanean Peraturan Daerah ini dilakukan
oleh Inspektorat Wilayah Kabupsten Daerah Tingkat II Ba -
nyumas dan Kepolisian.

. (3) Pengawasen sebagai dimaksud ayat (2) Pasal ini, termasuk
pula pemeriksaan terhedap segala sesuatu yang herkaitan de
ngan penjualan den penggunaan minuman kerade

BAB VIT
[ETENTUAN PIDANA

Pagal 17

(1) Pelenggaren terhadep ketentuen-ketentuan sebagai dimaksud
dalam Pasel-pasal Peraturan Daerah ini diancam hukuman ku-
rungan selamo-lamanye 6 (enam) bulan, dan atau denda seba=-
nyak-banyaknya Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupish).

(2) Hukumen sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, disertai pe -
nyitaan minuman kerass yang dijual/disimpannya untuk dimus-
nehkan., ’

BAB VITT cse
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BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasel 18
Selain Pejabat Penyidik'Umum{‘pényidikan atas tindek pidana -
sebagai dimeksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh
Peaabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungen Pemerlntah
Daerah, yang pengengkatannya ‘ditetapkan sesuai dengan Peratur
an Perundang-undangan yang berlaku; ‘
: BAB o &1
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 19 S ‘

(1) Semug dizin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Per-
afuren Daerah 1n1. dinyatakan tidak berlakuy

(2) Pemegang izin, dﬂpat mengaauxan permohonan izin baru¢ se—
bagai dimaksud pada Pasal L B Peraturan Daerah 1ni. :

Paéal 20

Halehal yang belum culup diatur dalam Peraturan Daerah 1n1,
sepanjang mengenai pelaksanaennJ -akan diatur kemudian de—a
tigan Keputusan Bupati Kepala Deerah, '

Pasal 21

‘Dengan berlakunye Peraturan Daerah ini tieka Pepatiran Daerah

tentang penjualan mlnuman keras dan umpuk mengadakan serta me Er ln

mungut pajek penjualan mlnuman keras tanggal 25 Maret 1952
yang telah diubah untuk kedus kali tanggal 19 Januari 1959,

: diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatentra Tingkaf I Jawa-»
Tengah tanggal 4 Juni 1968 ¢ Tambahan Seri C Nog 15 )¢ dinya-
tekan tidek berlaku 1agi, '

P&Sal e

Peraturan Daerah ini dapet disebut " Peraturan Daerah tentang
Minuman Keras ". , : ; 1

- Pasal 23 o.co




Pagal 23
Peraturan Daereh ini mulai berlaku pade tanggal diundangkan.

Agar supaye setiap orang dapat mengetahuinys, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 28 Pebruari 1991

e
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PENJELLSAN

.ATAS ¥ .
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DiZRAH TINGKAT IT BANYUMAS
NOMOR 2 ' T.HUN 1991
TENTLNG ‘

I7IN TEMPAT PENJUALAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK MINUMAN KERLS

I, PENJELASAN UMUM

Pembangunan dalam gektor Keschatan antara lain untuk memper-
tinggi derajat kesehatan untuk meningkatkan kualitas, taraf T
dup, kecerdasan dan kesejahteraan rokyat pada umumnya dengan L=
‘ngembangkan gistim kesehataﬁ nasional yang terpadu.

Minuman keras disagmping dapat merusak kesehatah dan  mor~'
para pelakﬁnya, akan tetapi dapat dimanfaatkannya juge sebagai
obate.

Minuman keras adalgh semua jenis minuman beralkohol tetapi bukc:.
obat, meliputi mipuman keras golongan L dengan kadar etanol 1%
5%, golongan B denghn kadar etanol 5% - 20% dan golongan C de
ngan kadar etanol 26 - 55%s

Penjudlan minuman keras telah diatur dengen Pératurah Mente:
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 /Men.Kes/Per/IV/TT  teange
29 Apri1‘1977 dan Keputusan Direktur Jenderel Pengawasaﬂtgﬁat dc.
Mekangn Nomox 153/B/SKf19€0 tanggal 19 Januari 1980 yait&“ﬁénjur
minuman keras harus memiliki dizin dori Menteri Keuvangan dan  Izi~
Usaha dapi Pemerintaeh Daerah Kebupaten Daerah Tingkat II Banyum®

Surat Izin untuk Penyalur, Pengecer dan Penjual Minuman KeT.
dikeluarkan oleh Kepala Kentor Wilayah Departermen Kegehatan Prc -
pingi Jawa Tsngah atas nama Menteri Kesehatan Republdik Indonesi:
«ctelah diterima tenda bukti pembayaren bilaya perizinan{‘

Kepala Kentor Departermen‘Kesehatan Kabupaten Banyumas memerik
kelengkapan dan kebenaran Formulir Permohonan beserta Lampiranus
dan diedakan pemeriksaan getempats,

Pemeriksaan setempat dilakukan'oleh Balail Pemeriksaén Obat dan M
kanan atas penugasan Kepala Kantor Departepmen Kesehatan Propinc:
Jawa Tengah. |

Minuman keras dengan‘segéla macam jenils dan permasalahanny
memerlukan segera pengaturén,hukum di wilayeh Kabupaten Daer-"z
Tingkat II Banyumas yang disinyalir terdapat adanya beberapa ka -
sus kenakalan remaja sebagai akibat penggunaan minuman keras olci.
para remaja yang disamping merusak kesehatan dan moral pelakunyu
juga telah berakibat mepesahkan masyarakat, oleh karena itu dipa?
dang perlu mengadakan penexrtiban terhadap penjualan den peredarar
minumen keras dalam masyarakats Ly

Di Kabupoten Daerah Tingkat II Banyumas perlu diatur tomr .
tempat penjualan minuman keras setelah mendapat izin‘pgnjualan
agar pelaksanaannya dapat diawasi sebaik-baiknya.

IT., PENJELASAN ..




1io PENJELASAN PLSAL

o

Pasal 1

Pasal 2 ayat (1)

Pasal 2 ayat (2)

Pasal 2

Pasal 3
Pasal 4

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

\.‘"(W R T ~
s A AT s {

Tamel b
Pagal 7

ayaf

ayat

ayat

ayat

ayat
ayat

ayat--

ayat
ayat

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(4)

0 N

DEMI PASAL ‘3 i

.
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-

e

Cukup jelas.

Yong dimaksud dengen sesuai dengan peraturar
perundangan yang berlaku adalah tempat penjv
alan herus jelas lokasinya, denah bangunan
dan keterahgan lain yang dianggap perlu sesv
ai dengaﬁ Peraturan Menteri Kesechatan Repu -
blik Indonesia Nomor 86 Tahun 19804

Minuman keras yeng tersedia di tempat penius-
alan adalah minuman keraes yang sudah terdaf-
tar pada Departermen Keschaten  Republik
Indonesia. ' .
Minuman keras yong tidoak terdaftar pada De -
partermen Keschotan Republik Indonesia dinya
tokan gebagai bahan berbahaya bagi keschatan 2
manusia.

Penjual minumen keras adalah perusahaan yang
menjual eceran minuman keras golongan B dan C
untuk diminum di tempat penjualang

Cukup jelas. :

Yang dimaksud dengan surat izin lainnya adalah
Surat Izin Penjual Minuman Keras yang dikelu-
arkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departermen
Kesehatan Propinsi Jawa Tengoh atas nama
Menteri Kesehatan Rapublik Indonesias

Jumlah tempat penjualan minuman keras di wila
yah‘Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ti =~
dak boleh lebih dari 15 tempat., |
Yong dimoksud dengan Pengecer Minuman Keras
adalah perusahaan yang menjual eceran minuman
keras golongap B dan C yang harus memiliki izi:
pedagang.kecil dari Menteri Perdagangan dan
izin dari Menteri Keunngan.

Cukup jelas,

Cukup Jjelas.

Keputusan Pemberian Izin selambat 1ambathya'l
(satu) bulan terhitung sejek diberikannya tcn
da bukti penerimaan permohonan, dan apabila
sampai dengan 4 (cmpat) bulan belum menerima
panggilan maka permohonannya ditolak.

Cukup jelas. \

Cukup jelase

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 8 seennsabes el




Pagal
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Pagal
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Pasal
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Pasal
Pasal
Pasal
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Pasal
Pasal
- Pasal
Pasal

10
11
12
13
14
15

15
15
15
15

15
16
17
18
19
20

21

22
23
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Cukup jelas.
Cukup Jjelas.

: Clkup jelas.

oo ae »0

*e

ayat (1)

ayat (2):
ayat (3):
ayat (4):
ayat (5):

Cukup jelass

Cukup jelas.

Cukup jelas!

Cukup jelasi , :
Yang dimaksyd dengan di dekat tempat-témpat
Pendidikan, Peribadetan, Rumeh Sakit, Ter -
minal Apgkutan Umum, Stasiun Kerete Api, Pa
gar dan Kantor adelah dalam jorek radius
150 { seratus 1imapu1uh ) meter,

Cukup Jjelas.

Cukup jelasi

Cukup Jjelass

Yang dimaksud dengan obat keras adalah obat
obat yang termasuk daftar G, dimana cara
mendapatkaniya harus dengen resep dokter ,°
sedanglkan bahan berbahaye adalah bahan-ba =
han yang bersifat racun yang berkomposisi
bahaya terhodap kesehatan manusio sesuai de

. ngan perhturan perundangan yang berlaku.

ayat (6)

Culkup jelas.
Cukup jelass
Cukup jelas,
Cukup jelas.
Cukup ;elas.

s Cukup jelas.
: Cukur Jelas.

Cukuy jelas.

s Cukur jelas.
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